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Model
Pembelajaran

Project Based Learning

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-5 Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum

keolahragaan dan hukum pada umumnya;

CPL-12 Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil

CPL-14 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, solutif, dan inovatif

CPL-19 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

entitas korporasi atau perusahaan.

Matrik CPL - CPMK

 
CPMK CPL-5 CPL-12 CPL-14 CPL-19

CPMK-1 ✔ ✔ ✔ ✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPMK-1

Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah ini mengkaji tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan
perkembangan dan pembangunan di masa kini

Pustaka Utama :

1. Setiyono. 2002. Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka Pelajar, Malang.

2. Hamzah Hatrik. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakrta.
3. JE Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Eresco, Bandung.
4. JE Sahetapy. 1994. Kejahatan Korporasi. Eresco, Bandung.
5. IS Susanto. 1995. Diktat Kejahatan Korporasi. UNDIP, Semarang.
6. Dwija Priyatno.2003. Kebijakan Legislasi tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Eresco, Bandung.
7. Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta hukum Pidana. UNDIP, Semarang.
8. Marshall B Clinard dan Peter C Yeager. 1980. Corporate Crime. The Free Press, New York.

Pendukung :

Dosen
Pengampu

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.

Mg Ke-
Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)

Penilaian
Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,
 [ Estimasi Waktu] Materi Pembelajaran

[ Pustaka ]
Bobot

Penilaian
(%)

Indikator Kriteria & Bentuk Luring
(offline)

Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1
Minggu ke 1

Mahasiswa dapat
memahami tentang
konsep korporasi
secara mendalam
dalam konteks
kejahatan korporasi
dan sudut pandang
hukum pidana dan
literatur minimal yang
dibutuhkan

1.Mampu
menguraikan
konsep-konsep
Korporasi

2.Dapat membedakan
Kejahatan yang
berkaitan dengan
Korporasi

3.Dapat menganalisis
kejahatan korporasi
dalam konteks teori
dan hukum pidana

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup
jikamampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi: Konsep
Korporasi
Pustaka: JE
Sahetapy. 1995.
Bunga Rampai
Viktimisasi. Eresco,
Bandung.

5%

2
Minggu ke 2

Mahasiswa dapat
memahami tentang
konsep korporasi
secara mendalam
dalam konteks
kejahatan korporasi
dan sudut pandang
hukum pidana dan
literatur minimal yang
dibutuhkan

1.Mampu
menguraikan
konsep-konsep
Korporasi

2.Dapat membedakan
Kejahatan yang
berkaitan dengan
Korporasi

3.Dapat menganalisis
kejahatan korporasi
dalam konteks teori
dan hukum pidana

Kriteria:
Nilai penuh jika
klipping tentang
kejahatan korporasi
telah dibuatNilai
penuh jika klipping
telah dianalisisNilai
penuh jika analisis
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi: Konsep
Korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

5%

3
Minggu ke 3

Mahasiswa dapat
memahami mengenai
karakteristik
kejahatan korporasi
sehingga dapat
menjelaskan
perbedaannya
dengan kejahatan
konvensional

1.Mahasiswa mampu
menganalisis
karakteristik
kejahatan korporasi

2.Mahasiswa mampu
menguraikan
macam-macam
kejahatan korporasi

3.Mahasiswa mampu
membedakan antara
kejahatan korporasi
dengan kejahatan
konvensional

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup
jikamampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi: ruang lingkup
kejahatan korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

5%

4
Minggu ke 4

Mahasiswa dapat
memahami mengenai
karakteristik
kejahatan korporasi
sehingga dapat
menjelaskan
perbedaannya
dengan kejahatan
konvensional

1.Mahasiswa mampu
menganalisis
karakteristik
kejahatan korporasi

2.Mahasiswa mampu
menguraikan
macam-macam
kejahatan korporasi

3.Mahasiswa mampu
membedakan antara
kejahatan korporasi
dengan kejahatan
konvensional

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup
jikamampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi: ruang lingkup
kejahatan korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

5%



5
Minggu ke 5

Mahasiswa dapat
memahami teori, asas
dan sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
dengan merujuk pada
KUHP, peraturan
perundang-undangan
di luar KUHP, dan
RUU KUHP

1.Mahasiswa dapat
menerapkan teori
pertanggungjawaban
pidana pada indak
pidana yang
dilakukan oleh
korporasi

2.Mahasiswa dapat
menguraikan asas-
asas
pertanggungjawaban
pidana korporasi

3.Mahasiswa mampu
membedakan sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
sesuai yang diatur
dalam KUHP dan di
luar KUHP

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
2 X 50

Materi: asas
pertanggungjawaban
[pidana korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

5%

6
Minggu ke 6

Mahasiswa dapat
memahami teori, asas
dan sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
dengan merujuk pada
KUHP, peraturan
perundang-undangan
di luar KUHP, dan
RUU KUHP

1.Mahasiswa dapat
menerapkan teori
pertanggungjawaban
pidana pada indak
pidana yang
dilakukan oleh
korporasi

2.Mahasiswa dapat
menguraikan asas-
asas
pertanggungjawaban
pidana korporasi

3.Mahasiswa mampu
membedakan sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
sesuai yang diatur
dalam KUHP dan di
luar KUHP

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
2 X 50

Materi: asas
pertanggungjawaban
[pidana korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

5%

7
Minggu ke 7

Mahasiswa dapat
memahami teori, asas
dan sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
dengan merujuk pada
KUHP, peraturan
perundang-undangan
di luar KUHP, dan
RUU KUHP

1.Mahasiswa dapat
menerapkan teori
pertanggungjawaban
pidana pada indak
pidana yang
dilakukan oleh
korporasi

2.Mahasiswa dapat
menguraikan asas-
asas
pertanggungjawaban
pidana korporasi

3.Mahasiswa mampu
membedakan sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
sesuai yang diatur
dalam KUHP dan di
luar KUHP

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
2 X 50

Materi: asas
pertanggungjawaban
[pidana korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

5%



8
Minggu ke 8

Menjawab
pertanyaan-
pertanyaan UTS

Mampu menjawab soal
uts dengan tepat

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Tes

Tes tulis
2 X 50

Materi: ruang lingkup
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

Materi: asas
pertanggungjawaban
[pidana korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

Materi: sistem
pertanggungjawaban
pidana korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

15%

9
Minggu ke 9

Mahasiswa dapat
mendeskripsikan tipe-
tipe kejahatan
korporasi dan teori
kausa kejahatan yang
umum dalam
kriminologi dan yang
khusus dalam
mengkaji kausa
kejahatan korporasi

1.Mahasiswa mampu
menganalisis tipe
kejahatan korporasi
yang terjadi saat ini

2.Mahasiswa mampu
menguraikan kausa
kejahatan korporasi
yang terjadi saat ini

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
6 X 50

Materi: sistem
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

Materi: viktim dalam
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

5%

10
Minggu ke 10

Mahasiswa dapat
mendeskripsikan tipe-
tipe kejahatan
korporasi dan teori
kausa kejahatan yang
umum dalam
kriminologi dan yang
khusus dalam
mengkaji kausa
kejahatan korporasi

1.Mahasiswa mampu
menganalisis tipe
kejahatan korporasi
yang terjadi saat ini

2.Mahasiswa mampu
menguraikan kausa
kejahatan korporasi
yang terjadi saat ini

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
6 X 50

Materi: sistem
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

Materi: viktim dalam
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

5%



11
Minggu ke 11

Mahasiswa dapat
mendeskripsikan tipe-
tipe kejahatan
korporasi dan teori
kausa kejahatan yang
umum dalam
kriminologi dan yang
khusus dalam
mengkaji kausa
kejahatan korporasi

1.Mahasiswa mampu
menganalisis tipe
kejahatan korporasi
yang terjadi saat ini

2.Mahasiswa mampu
menguraikan kausa
kejahatan korporasi
yang terjadi saat ini

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
6 X 50

Materi: sistem
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

Materi: viktim dalam
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

5%

12
Minggu ke 12

Mahasiswa dapat
memahami
karakteristik korban
dengan berbagai
bentuk kerugian yang
dialami dan
perlindungan hukum
yang berhak
diperoleh.

Mahasiswa mampu
mendeskripsikan bentuk
kerugian yang dialami
dan perlindungan
hukum yang berhak
diperoleh.

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi: viktim pada
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

Materi: teori
pertangggungjawaban
korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

Materi: prinsip
pemberian ganti rugi
dalam hukum pidana
Pustaka: Barda
Nawawi Arief. 2003.
Kapita Selekta hukum
Pidana. UNDIP,
Semarang.

5%



13
Minggu ke 13

Mahasiswa dapat
memahami
karakteristik korban
dengan berbagai
bentuk kerugian yang
dialami dan
perlindungan hukum
yang berhak
diperoleh.

Mahasiswa mampu
mendeskripsikan bentuk
kerugian yang dialami
dan perlindungan
hukum yang berhak
diperoleh.

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi: viktim pada
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

Materi: teori
pertangggungjawaban
korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

Materi: prinsip
pemberian ganti rugi
dalam hukum pidana
Pustaka: Barda
Nawawi Arief. 2003.
Kapita Selekta hukum
Pidana. UNDIP,
Semarang.

5%

14
Minggu ke 14

Mahasiswa dapat
memahami upaya
penanggulangan,
pengaturan atau pola
perumusan sanksi
pidana, dan antisipasi
perkembangan
kejahatan korporasi
dimasa datang

1.Mahasiswa mampu
menguraikan upaya
penanggulangan
kejahatan korporasi

2.Mahasiswa mampu
menguraikan
perumusan sanksi
dalam kejahatan
korporasi

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi:
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

Materi:
penanggulangan
kejahatan korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

5%

15
Minggu ke 15

Mahasiswa dapat
memahami upaya
penanggulangan,
pengaturan atau pola
perumusan sanksi
pidana, dan antisipasi
perkembangan
kejahatan korporasi
dimasa datang

1.Mahasiswa mampu
menguraikan upaya
penanggulangan
kejahatan korporasi

2.Mahasiswa mampu
menguraikan
perumusan sanksi
dalam kejahatan
korporasi

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Aktifitas Partisipasif

Pembelajaran
langsung
4 X 50

Materi:
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

Materi:
penanggulangan
kejahatan korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

5%



16
Minggu ke 16

Mahasiswa mampu
menjawab
pertanyaan UAS

Mahasiswa mampu
meraih nilai minimal C

Kriteria:
1.baik jika

mampu
menjawab
semua soal
dengan benar

2.cukup jika
mampu
menjawab
sebagian besar
soal dengan
benar

3.kurang jika
mampu
menjawab
sebagian kecil
soal dengan
benar

Bentuk Penilaian : 
Tes

Tes tulis
2 X 50

Materi: viktim pada
kejahatan korporasi
Pustaka: Setiyono.
2002. Kejahatan
Korporasi (Analisis
Viktimologis dan
pertanggungjawaban
Korporasi dalam
Hukum Pidana
Indonesia). Averroes
Press dan Pustaka
Pelajar, Malang.

Materi: asas
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Hamzah
Hatrik. 1996. Asas
Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam
Hukum Pidana
Indonesia. Raja
Grafindo Persada,
Jakrta.

Materi: teori
pertanggungjawaban
korporasi
Pustaka: Dwija
Priyatno.2003.
Kebijakan Legislasi
tentang Sistem
pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di
Indonesia. Eresco,
Bandung.

Materi: asas dalam
hukum pidana
Pustaka: Barda
Nawawi Arief. 2003.
Kapita Selekta hukum
Pidana. UNDIP,
Semarang.

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 70%
2. Tes 30%

100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses
pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan
pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata
kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan
tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan,

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok

bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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